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A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan di era modern seperti sekarang ini, minat masyarakat yang
menggunakan teknologi informasi dan komunikasi kian banyak. Saat ini teknologi
informasi serta komunikasi amat berguna untuk menggampangkan masyarakat
dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari meliputi berbelanja dan mencari
informasi, teknologi informasi komunikasi adalah segala hal yang berhubungan
dengan alat atau sistem yang membantu untuk menyediakan, menangani,
mengolah, menerima informasi.! Masyarakat menjadi terbantu dengan adanya
teknologi informasi karena lebih mudah dalam memenuhi kebutuhanya secara
efisien serta praktis. Dengan adanya berbagai teknologi yang semakin berkembang
salah satu yang paling diminati masyarakat adalah internet. Internet merupakan
singkatan dari kata inter dan network yang berarti adalah antar jaringan bisa
menjangkau seluruh dunia termasuk indonesia,?internet bisa menjangkau hanya
dengan hitungan detik, macam-macam berita dari kabar aktual, informasi ilmu
pengetahuan, hingga siaran radio serta televisi dapat di akses dengan jaringan
komunikasi internet, selain itu internet sebagai media komunikasi terbilang lebih
murah dibandingkan alat konvensional pada umumnya, hal tersebut yang

menjadikan alasan internet di gemari oleh banyak masyarakat.® Terbukti di
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Indonesia pengguna internet pada tahun 2023 mencapai 79,19 persen dari total
populasi.*

Pemakaian internet di Indonesia yang amat banyak pasti berpengaruh pada
beberapa sektor tidak terkecuali pada sektor bisnis, dengan adanya teknologi digital
kemudian melahirkan metode perdagangan baru, yang semula perdagangan harus
dilaksanakan secara manual dan tatap muka, sekarang perdagangan yang dilakukan
secara online atau melalui e-commerce menjadi salah satu hal yang lumrah.®
Semakin berkembang pesatnya teknologi serta internet bukan saja menjamah sektor
perdagangan, melainkan juga sektor keuangan Indonesia. Hal tersebut diketahui
dengan adanya Financial Tecnology (fintech) yang saat ini cukup terkenal di dunia
perbankan dan keuangan di Indonesia pada beberapa tahun belakangan,® hadirnya
fintech meningkat serta diperkirakan akan terus berkembang di Indonesia
kedepannya. Formula inovasi teknologi membawa semua berubah dengan cepat
serta dinamis. Munculnya fintech diawali dengan gaya masyarakat yang berubah,
pada era serba modern ini pengguna teknologi dan informasi dituntut untuk hidup
serba cepat.” Fintech mampu memberikan bantuan terkait pembayaran dalam
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Fintech sebagai perwujudan dari pemakaian teknologi guna mengembangkan
layanan perbankan serta finansial yang pada biasanya dilaksanakan oleh startup
memakai teknologi software, internet, komunikasi, serta komputasi.® Negara
Indonesia terbukti menjadi salah satu negara dengan pengguna layanan pinjam
meminjam menggunakan teknologi informasi yang dikenal dengan kredit online
atau pinjaman online tercatat pada tahun 2024 mencapai 8,86 juta warga Indonesia
pengguna layanan tersebut.°’Adapun kelebihan yang dimiliki oleh pinjaman online
atau kredit online seperti debitur yang memerlukan dana tidak perlu menemui pihak
kreditur, sehingga prosedur hingga proses akad persetujuan perjanjian kredit lebih
singkat tidak seperti proses kredit konvensional serta tanpa jaminan sebagai
persyaratan pengajuan kredit yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu.’’ Pada
faktanya fintech selain memiliki dampak positif juga menimbulkan beberapa
dampak negatif seperti risiko penyalahgunaan data konsumen sehingga data
tersebut rawan untuk disalahgunakan, oleh karenanya perlu ditelaah lebih jauh
kaitanya dengan pengaturan fintech karena memliki potensi untuk menimbulkan
masalah hukum dan kerugian pada debitur maupun kreditur.'* Penyelenggara peer

to peer lending (P2PL) yang berizin hingga 9 Oktober 2023 adalah sebanyak 101
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perusahaan,'? mayoritas orang berpikir bahwa fintech hanya berhubungan dengan
kredit online saja namun saat ini ada beberapa jenis fintech di Indonesia diantaranya
lalah P2PL yang sering disebut sebagai penyelengara jasa dalam pemberian
pinjaman secara online.

Terdapat beberapa pihak yang berperan serta dalam P2PL diantaranya adalah
penerima dan pemberi pinjaman serta penyelenggara P2PL yang menghubungkan
debitur dan kreditur lewat suatu aplikasi yang sudah tersedia.’* P2PL memliki
perbedaan dengan bank yakni terletak pada fungsinya yaitu bank memliki fungsi
untuk mengimpun dana masyarakat sedangkan P2PL memliki fungsi sebagai
perantara antara debitur dan kreditur.** P2PL juga di peruntukkan bagi investor
yang berkeinginan untuk menanam modal jumlah tertentu.™> Munculnya bisnis
P2PL tentu saja memerlukan suatu regulasi sehingga tercipta pelindungan hukum
bagi masyarakat, mengingat bisnis maupun jasa di bidang keuangan sebagai salah
satu bisnis yang rawan terhadap perilaku yang merugikan pihak konsumen.®
Pemerintah menghadirkan suatu lembaga independen yang bertugas mengatur,
memberi izin, serta mengawasi fintech P2PL yang telah terdaftar yakni Otoritas

Jasa Keuangan (OJK).” OJK menjelaskan bahwa memang telah ada penyusutan
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sejumlah 45,8 pada kasus P2PL dari kurun waktu 2018 sampai 2020 akan tetapi
hingga saat ini kejadian seperti ini masih kerap kali dijumpai.®

OJK memiliki tanggung jawab terkait dengan P2PL di Indonesia. Salah
satunya dengan menerbitkan Peraturan OJK Nomor 10 /POJK.05/2022 tentang
Layanan Pendanaan Bersama Berbasis teknologi informasi dan Peraturan OJK
Nomor 01/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
Selanjutnya dalam penyelesaian sengketa terkait dengan pinjaman online berbasis
teknologi diatur dalam peraturan OJK Nomor 61 Tahun 2020 tentang Lembaga
Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, pada Pasal 4 menyebutkan
bahwa LAPS Sektor Jasa Keuangan memiliki tugas wewenang salah satunya adalah
terkait penanganan dan penyelesaian Sengketa Konsumen.

Meskipun regulasi tentang penyelesaian sengketa konsumen terkait pinjaman
online telah ada di POJK No.61 tahun 2020, namun dalam prakteknya terdapat
dualisme penyelesaian sengketa konsumen. Selain LAPS, penyelesaian sengketa
konsumen terkait pinjaman online juga bisa dilakukan di badan penyelesaian
sengketa konsumen (yang selanjutnya disebut sebagai BPSK). BPSK merupakan
badan yang berfungsi untuk mengurus dan menanggulangi permasalahan antara
konsumen dan pelaku usaha. BPSK dibentuk sebagaimana amanat dalam pasal 4
ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman bertujuan membantu
konsumen dalam menyelesaikan sengketa yang dihadapi dengan mudah serta dana
yang lebih terjangkau. Sengketa di BPSK diklasifikasikan berdasarkan jenis

produk, yakni sengketa barang dan jasa. Sengketa barang mencakup berbagai kasus,
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seperti makanan dan minuman, surat kabar, elektronik, dan perhiasan. Sementara
itu, sengketa jasa mencakup pemanfaatan jasa seperti asuransi, pembelian rumah,
perbankan, kredit kendaraan, telekomunikasi, listrik, air, serta PDAM. Layanan
kartu kredit, transportasi umum, dan parkir juga termasuk dalam kategori sengketa
jasa.t®

Berdasarkan kategori sengketa yang ditangani oleh BPSK yang telah
disebutkan diatas, namun kerapkali BPSK juga menerima aduan dan menyelesaikan
sengketa konsumen terkait pinjaman online berbasis teknologi. Salah satu
contohnya di BPSK Jawa Barat menerima 863 aduan yang mana sebagian besar
didominasi oleh masalah pinjaman online.?® Pada tahun 2023 BPSK Karawang
menerima aduan mengenai permasalahan penyalahgunaan data pada jasa pinjaman
online (P2PL) antara pemohon X dengan termohon A.?! yang pada inti kasusnya
bahwa pemohon X tidak merasa melakukan perjanjian pinjam meminjam pada
layanan jasa keuangan A (Termohon). Namun pihak termohon tetap mewajibkan
pemohon untuk melaksanakan perjanjian pinjam meminjam tersebut dengan
mengharuskan pemohon untuk melunasi pembayaran sesuai perjanjian pinjam
meminjam yang terdata layanan jasa keuangan A.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik melakukan penelitian yang lebih

mendalam terkait Pelaksanaan Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen
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Fintech P2P Lending Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (Studi
Kasus: Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Karawang).
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana pelaksanaan penyelesaian sengketa konsumen fintech peer to peer
lending (P2PL) di badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK)
Karawang?
2. Bagaimana bentuk pelindungan hukum bagi nasabah fintech peer to peer
lending (P2PL) di Indonesia?
C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penyelesaian sengketa
konsumen fintech peer to peer lending (P2PL) di badan penyelesaian
sengketa konsumen (BPSK) Karawang
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pelindungan hukum bagi

nasabah fintech peer to peer lending (P2PL) di Indonesia



D. Orisinalitas Penelitian

1. Yolanda Pusvita Sari,(2020), penelitian berjudul “ Financial Technology
(peer to peer lending) Dalam Perspektif Hukum Perlindungan
Konsumen Indonesia”, menyimpulkan bahwa POJK No 77/POJK.01/2016
sebagai landasan yang memberi arahan untuk penyelenggara layanan P2P
lending yang terlibat, perlindungan konsumen dalam P2P lending di awasi
oleh jasa keuangan. Pemerintah mengeluarkan peraturan terkait P2P lending
yaitu UUPK dan OJK menerbitkan aturan POJK No.1/POJK.07/2013,
peraturan tersebut memberikan perlindungan. Pembahasan pelindungan
konsumen bagi pengguna layanan pinjaman online atau di kenal dengan jenis
P2PL dalam penelitian ini serupa dengan penelitian yang penulis lakukan,
namun ada pembeda antara penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya
yakni pada penelitian penulis mengkaji tentang pelaksanaan penyelesaian
sengketa P2PL melalui badan penyelesaian sengketa seperti BPSK sedangkan
penelitian terdahulu lebih berfokus pada perkembangan dan regulasi financial
technologi P2PL.

2. Yudistira Putra Pratama, (2020) penelitian skripsi dengan judul
“Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pelaku Financial
Technology Ilegal di Indonesia”, menyimpulkan bahwa upaya OJK dalam
hal mengawasi penyelenggaraan fintech dilakukan secara aktif maupun
pasif, peran OJK untuk menerima pengaduan perusahaan ilegal lewat
pengaduan dari konsumen OJK dibantu oleh 2 lembaga yakni satgas

waspada investasi dan Asosiasi fintech Pedanaan Bersama Indonesia dalam



melakukan berbagai pengawasan, pembahasan penelitian terdahulu sama
dengan penelitian penulis yaitu mengenai Pelindungan yang diberikan OJK
kepada masyarakat yang terdaftar pada layanan pinjaman online (peer to
peer), serta metode penelitian yang di gunakan pula sama yakni normatif
empris tapi ada pembeda penelitian penulis dengan penelitian ini yakni pada
penelitian penulis, penulis akan melakukan wawancara di lembaga BPSK
yang berlokasi di Karawang sedangkan penelitian terdahulu melakukan
wawancara di lembaga OJK yang berlokasi di Jakarta, pada penelitian
penulis juga lebih fokus membahas mengenai penerapan penyelesaian
sengketa P2PL melalui lembaga penyelesaian sengketa seperti BPSK
sedangkan pada penelitian terdahulu lebih membahas mengenai upaya OJK
terhadap fintech ilegal.

Naufal Abdurrahman Supangkat, (2020), penelitian skripsi dengan judul ¢
Problematika Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer-
To-Peer Lending ( Analisis Yuridis Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 77/POJK.01/2016 )”, menyipulkan bahwa pelindungan hukum
pada debitur fintech P2PL ada pada pasal 29 POJK No. 77/POJK.01/2016,
apabila terjadi pelanggaran maka dapat dikenakan saksi administratif pada
pasal 47 POJK No. 77/POJK.01/2016 disebutkan bahwa sanksi
administratif tersebut yakni teguran tertulis, denda, pembatasan aktivitas
bisnis, dan pencabutan izin, lalu pelindungan hukum terhadap kreditur
kurang memberikan kepastian hukum disebabkan oleh keterbatasan

peraturan. Perlindungan hukum untuk debitur dan kreditur berupa upaya
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penegakan dan penyelesaian sengketa untuk debitur layanan P2PL yang
tercatat memliki izin di OJK. penelitian yang diangkat oleh peneliti
terdahulu yaitu menganalisis aspek pelindungan hukum debitur fintech jenis
P2PL sama dengan penelitian penulis selain itu terdapat persamaan
mengenai peraturan hukum yang menjadi dasar yakni UUPK. Namun ada
pembeda antara penelitian penulis dengan penelitian ini yakni pada
penelitian penulis lebih menganalis serta mengkaji mengenai bagaimana
pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui BPSK yang bertugas
menanggani sengketa konsumen sedangkan penelitian terdahulu lebih
membahas mengenai pelindungan hukum bagi kreditur fintech P2PL
menurut asas kepastian hukum.

. Asna Ridayani, (2019) penelitian berjudul “Perlindungan Hukum Bagi
Pengguna Jasa Peer To Peer Lending Terhadap Keterlambatan
Pembayaran Pinjaman Dalam Finansial Teknologi”, menyimpulkan
bahwa, terkait kebocoran nomor handphone yang di salahgunakan oleh
pihak ketiga, pemerintah melalui bank Indonesia mengeluarkan PBI Nomor
16/1PBI/2014 mengenai perlindungan konsumen penyelenggara sistem
pembayaran yang melindungi dana supaya dananya tidak di bawa oleh
penyelenggara secara tidak sah, dampak hukum bagi konsumen yang
menghadapi penundaan dalam melakukan pelunasan maka perusahaan
memliki hak untuk menagih bilamana terdapat kebocoran data dari pemberi
jasa dalam hal tersebut peminjam dapat menuntut pertanggung jawaban

pemberi layanan P2P dengan membuat gugatan perdata ke pengadilan
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Negeri. Rumusan masalah penelitian yang diangkat oleh peneliti terdahulu
hampir sama dengan rumusan masalah penelitian dari penulis membahas
mengenai permasalahan yang timbul akibat dari adanya pinjaman online
jenis peer to peer lending Namun terdapat pembeda antara penelitian
penulis dengan penelitian ini yakni penulis meneliti mengenai pelaksanaan
dari penyelesaian sengketa yang timbul sebagai akibat dari adanya sistem
pinjaman secara online dengan jenis pinjaman peer to peer sedangkan
penelitian terdahulu lebih fokus membahas mengenai akibat hukum dari
keterlambatan pembayaran pinjaman. Penulis lebih fokus membahas
mengenai penyelesaian sengketa yang dilaksanakan oleh BPSK sedangkan
penelitian terdahulu menjelaskan bahwa peminjam berhak untuk
mengajukan gugatan ke pengadilan jika terjadi kebocoran data.

. Aji Febrian Nugroho, (2023) penelitian tesis dengan judul ¢ Perlindungan
Konsumen Dalam Layanan Peer To Peer Lending Berbasis Financial
Techonology Melalui Lembaga Alternatif Penyeleseaian Sengketa
Otoritas Jasa Keuangan” menyimpulkan bahwa upaya hukum yang bisa
dilaksanakan pengguna jasa P2P lending yaitu melakukan penyelesaian
perkara secara litigasi ataupun non litigasi. Wujud Pelindungan Konsumen
yang bisa dilaksanakan penyelenggara fintech P2PL guna memperoleh
perdamaian dengan konsumen yakni dengan ungkapan maaf dan pemberian
ganti rugi. Pembahasan dari penelitian yang dilakukan terdahulu sama
dengan penelitian penulis yakni membahas mengenai penyelesaian sengketa

P2PL di lembaga alternatif penyelesaian sengketa, namun terdapat pembeda
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antara penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yakni penulis lebih
fokus meneliti mengenai pelaksanaan dari penyelesaian sengketa
penyelewengan data konsumen pada jasa pinjaman P2P lending sedangkan
pada penelitian terdahulu membahas mengenai pelindungan konsumen
terhadap debitur P2PL melalui ketentuan LAPS, lalu yang menjadi fokus
penulis adalah penyelesaian sengketa P2PL melalui BPSK sedangkan

peneliti terdahulu berfokus terhadap penyelesaian perkara di LAPS.



